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LEMBAR EKSEKUTIF  
 
ASTRINUR RAHMAWATI (8105160878). Laporan Praktik Kerja 
Lapangan pada Bagian Sumber Daya Manusia – Keuangan (SDM-K) di 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Konsentrasoi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2018. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun berdasarkan hasil 
dari kegiatan PKL yang dilakukan selama 22 hari di Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik  mendapatkan 
Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Program PKL tentu merupakan hal positif yang dapat memberikan kesempatan 
bagi para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama 
duduk di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja yang nyata. 
Selama melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan banyak pembelajaran 
dan pengalaman baru tentang dunia kerja dan aktivitas di dalamnya terutama 
pada bagian SDM – K. Selain itu, praktikan juga mengalami beberapa kendala. 
Namun, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Dalam melakukan 
aktivitas pekerjaan selama PKL, praktikan mendapatkan masukan tentang 
bagaimana cara belajar dan bekerja di dalam suatu perusahaan atau instansi 
pemerintah. Pada pelaksanaannya praktikan berusaha menyelesaikan tugas yang 





















 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-
Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan kegiatan dan penyusunan 
laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tepat pada waktunya. 
 Laporan PKL ini disusun berdasarkan hasil dari kegiatan PKL yang 
dilakukan selama 22 hari di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik mendapatkan Gelar 
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Selama proses pelaksanaan maupun penyusunan laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL), praktikan mendapatkan bantuan dan bimbingan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini praktikan 
mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada 
praktikan 
2. Orangtua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada 
praktikan baik dalam bentuk moril maupun materill  
3. Bapak Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S.,M.Bus., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
4. Bapak Suparno, S.Pd.,M.Pd., selaku Koordinator Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
5. Ibu Erika Takidah, S.E.,M.Si., selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 





6. Ibu Santi Susanti, S.Pd .,M.Ak., selaku Dosen Pembimbing yang 
senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada 
praktikan dalam penulisan laporan ini 
7. Bapak Agus Misbah, selaku pegawai bagian SDMU Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang telah memberikan arahan dan 
dukungan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap penerimaan 
permohonan Praktik Kerja Lapangan 
8. Bapak Taufiq Martakusuma, S.E. M.AP., selaku Kepala Sub Bagian 
Keuangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta seluruh 
pegawai yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama 
praktikan melaksankan program Praktik Kerja Lapangan 
9. Teman-teman Pendidikan Akuntansi A 2016 yang senantiasa 
memberikan saran dan bantuan dalam perencanaan Praktik Kerja 
Lapangan 
Dengan segala keterbatasan yang ada selama proses pelaksanaan 
dan penyusunan laporan ini, praktikan menyadari masih terdapat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan adanya saran dan 
kritik yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan PKL ini. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi praktikan dan para pembaca 
pada umumnya. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
 Indonesia menuju fase Revolusi Industri 4.0 yaitu sebuah fase yang 
secara umum menggambarkan tentang otomatisasi dan pertukaran data dalam 
teknologi pabrik, robotic, dan artificial intellegence. Dengan hadirnya 
Revolusi Industri 4.0 ini tentu semakin menjadi tantangan bagi sumber daya 
manusia untuk mampu menjalankan proses tersebut dengan kompetensi yang 
dimiliki secara profesional sebagai upaya menyesuaikan perkembangan 
zaman. 
 Dengan adanya tuntutan zaman bahwa sumber daya manusia harus 
mempunyai kompetensi profesional membuat perusahaan, instansi, atau 
lembaga pemerintah saat ini semakin kompetitif dalam memilih pekerja. 
Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu solusi yang dapat dilakukan 
yaitu membentuk sumber daya manusia kompeten melalui pendidikan dan 
praktik nyata.  
 Hal ini dapat dikaitkan dengan mahasiswa sebagai calon lulusan dari 
universitas dan tentunya calon pekerja di masa mendatang terkadang hanya 
menguasai materi dibandingkan dengan praktik yang ada pada lapangan kerja 
sebenarnya, padahal teori yang didapat di bangku kuliah tersbut merupakan 




Sehingga mahasiswa membutuhkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai 
bekal pengalaman mengenai dunia kerja nyata. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu sarana dalam pendidikan 
dimana adanya penyesuaian teori dengan praktik di lapangan. Mahasiswa 
sebagai peserta dari program studi pendidikan melaksanakan praktik kerja 
pada sebuah pihak perusahaan, instansi atau lembaga pemerintah dengan 
mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dikuasainya. 
 Oleh karena itu, salah satu bukti nyata kepedulian Universitas Negeri 
Jakarta terhadap peningkatan mutu dan kualitas lulusannya adalah dengan 
mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang berbobot 2 SKS dan adapun salah satu motivasi saya 
melaksanakan PKL di instansi pemerintahan adalah untuk mengetahui 
langsung penerapan mata kuliah Akuntansi Pemerintahan.  
 Dengan adanya program PKL tentu merupakan hal positif yang dapat 
memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu 
yang telah didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan ke dalam dunia 
kerja yang nyata. PKL diharapkan dapat membentuk mahasiswa menjadi 
sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan mengenai sikap kerja 
yang baik, kompeten, dan berkualitas sehingga mampu menghadapi segala 





B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud PKL 
Adapun maksud dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 
a. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai persyaratan 
kelulusan bagi mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
b. Mengaplikasikan teori atau ilmu yang praktikan dapatkan selama 
perkuliahan ke dalam dunia kerja. 
c. Menambah pengetahuan dan pengalaman praktikan di dalam dunia 
kerja. 
d. Mempelajari aktivitas serta kegiatan yang sesuai dengan bidang yang 
dipelajari di bangku perkuliahan yaitu Akuntansi. 
e. Melatih praktikan untuk memiliki sikap disiplin terhadap waktu, rasa 
tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan kemampuan bersosialisasi 
serta bekerja sama dengan baik di lingkungan dunia kerja. 
 
2. Tujuan PKL 
Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan wawasan berpikir, pengetahuan, dan kemampuan 
mahasiswa dalam menghadapi masalah terutama dalam dunia kerja. 
b. Menyiapkan diri mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia 
yang berkualitas dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan 




c. Mengasah kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah 
yang dihadapai di dunia kerja dan mencari solusinya. 
d. Membina kerja sama amtara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta dengan instansi baik perusahaan maupun swasta di mana 
mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
C. Kegunaan PKL 
 Kegiatan PKL ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi    
berbagai pihak, antara lain : 
1.  Bagi Praktikan 
a. Mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan 
untuk memasuki dunia kerja. 
b. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan hal-hal baru yang 
diperolehd dari dunia kerja, khususnya yang terkait bidang keuangan 
dan akuntansi. 
c. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan pada 
kondisi nyata yang ada di dunia kerja. 
d. Mempelajari kondisi bekerja di perusahaan yang sesungguhnya 
sehingga dapat segera beradaptasi dengan kondisi dunia kerja yang 





2.  Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Membuka peluang kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dengan pihak Direktrorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi di waktu yang akan datang. 
b. Sarana memperkenalkan Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ke lingkup yang lebih 
luas. 
c. Menjalin hubungan baik dengan Direktrorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi. 
d. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan. 
e. Menjadi bahan evaluasi di bidang akademik untuk perbaikan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan instansi atau perusahaan. 
3. Bagi Instansi / Perusahaan 
a. Mendapatkan bantuan tenaga kerja untuk membantu menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan tanpa harus membuka rekrutmen baru. 
b. Sarana peningkatan kerjasama dengan Universitas sehingga tercipta 
hubungan yang baik antara Instansi/Perusahaan dengan dunia 
pendidikan yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak. 
c. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria yang dibutuhkan oleh 





D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
  Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Instansi 
Pemerintah, yaitu : 
  Nama Instansi : Kementerian ESDM RI – Direktorat Jenderal Minyak dan  
      Gas Bumi  
 Alamat  : Gedung Migas Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta  
      12910 
 Telepon   : 021-5268910 
 Fax   : 021-5268979 
 Website  : https://www.migas.esdm.go.id/ 
 Penempatan : SDM-K  (Sumber Daya Manusia – Keuangan) 
 Alasan praktikan memilih Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan adalah: 
1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu instansi 
di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan 
dalam pelaksanaannya menggunakan sistem akuntansi pemerintahan. 
Praktikan berminat untuk mempelajari lebih lanjut mengenai akuntansi 
pemerintahan meskipun  belum mendapatkan mata kuliah yang 
bersangkutan. 
2. Lokasi yang terbilang strategis, tetapi membutuhkan perjuangan ekstra 




3. Ingin lebih mengetahui tentang perbedaan perusahan swasta dengan 
instansi pemerintahan dari berbagai aspek dan tentunya Praktik Kerja 
Lapangan sebuah awal yang baik dalam menambah pengalaman di dunia 
kerja.   
E.   Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
Praktikan melakasanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian 
ESDM RI – Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengacu pada 
pedoman Praktik Kerja Lapangan Fakultas Eknomi Universias Negeri Jakarta. 
Adapun  tahapan-tahapan yang dilakukan oleh paraktikan dalam melakukan 
Praktik Kerja Lapangan yaitu:  
1. Tahap Persiapan  
Pada tahap persiapan, praktikan terlebih dahulu mencari informasi 
terkait penerimaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada bagian SDMU 
– Kepegawaian, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Ketika 
mendapatkan informasi bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
dapat menerima mahasiswa PKL, praktikan segera mengurus surat 
permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Biro Akademik 
Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) Universitas 
Negeri Jakart yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi, U.P Kabag. Umum Kepegawaian dan Organisasi. 
Setelah surat permohonan PKL telah selesai dibuat, praktikan 




Jenderal Minyak dan Gas Bumi, lalu praktikan mendapatkan salinan surat 
yang dibubuhi oleh cap instansi. Proses permohonan penerimaan PKL 
berlangsung agak lama karena kondisi waktu bertepatan dengan cuti Hari 
Raya Idul Fitri. Setelah beberapa waktu akhirnya praktikan dihubungi 
oleh Bagian Kepegawaian untuk bertemu dengan Kasubag. 
Perbendaharaan  terkait diterimanya permohonan PKL di Bagian SDMK,  
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sekaligus membicarakan 
tanggal dimulainya PKL, lalu disepakati bahwa pada tanggal 09 Juli 2018, 
praktikan melaksanakan PKL hari pertama di Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat 
Minyak dan Gas Bumi selama satu bulan yaitu sejak Senin, 09 Juli 2018 
sampai dengan Kamis, 16 Agustus 2018 dengan jam kerja mulai pukul 
07.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB setiap hari Senin sampai dengan 
Jumat, dan jam istirahat pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.  




Tabel 1.1 Jadwal Kerja Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
Sumber : Data Diolah oleh Praktikan  
Hari  Jam Kerja  Keterangan  
Senin s.d Jumat 
08.00 - 12.00   
12.00 - 13.00 Istirahat 




3. Tahap Penulisan Laporan  
Setelah praktikan melaksanakan seluruh kegiatan PKL pada 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya praktikan 
melaksanakan tahap penulisan laporan PKL sebagai persyaratan 
kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Konsentrasi 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tahap penulisan laporan ini merupakan tahap terakhir dalam 
kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh Praktikan. Adapun data-data yang 
digunakan untuk menyusun laporan PKL diperoleh dari tempat praktikan 
melaksanakan PKL, browsing internet, dan studi pustaka.  
Laporan PKL yang disusun oleh Praktikan merupakan laporan 
yang memuat pelaksanaan kegiatan PKL yang telah dijalani oleh 
Praktikan selama satu bulan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi. Laporan kegiatan yang disusun ini kemudian disetujui oleh 
pembimbing untuk diuji. Praktikan menyelesaikan laporan PKL pada 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Kementerian ESDM RI – Ditjen Minyak dan Gas Bumi  
           






    
 Gambar II.1 Logo Ditjen Migas   




Lembaga pertama yang menangani Pertambangan di Indonesia adalah 
Jawatan Tambang, dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 September 
1945. Jawatan ini, semula bernama Badan Survei Geologis (地質調查所




Tahun 1952  
Jawatan, dan Geologi yang pada saat itu berada di Kementerian Perindustrian, 
berdasarkan SK Menteri Perekonomian no. 2360a/M Tahun 1952, di ubah 
menjadi Direktorat Pertambangan yang terdiri atas Pusat Jawatan 
Pertambangan, dan Pusat Jawatan Geologi. 
Tahun 1957  
Berdasarkan Keppres no.131 Tahun 1957 Kementerian Perekonomian 
dipecah menjadi Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. 
Berdasarkan SK Menteri Perindustrian no. 4247 a/M tahun 1957, Pusat-pusat 
di bawah Direktorat Pertambangan berubah menjadi Jawatan Pertambangan, 
dan Jawatan Geologi. 
Tahun 1959  
Kementerian Perindustrian dipecah menjadi Departemen Perindustrian 
Dasar/Pertambangan, dan Departemen Perindustrian Rakyat dimana bidang 
pertambangan minyak, dan gas bumi berada di bawah Departemen 
Perindustrian Dasar, dan Pertambangan. 
Tahun 1961  
Pemerintah membentuk Biro Minyak, dan Gas Bumi yang berada di bawah 





Jawatan Geologi, dan Jawatan Pertambangan diubah menjadi Direktorat 
Geologi, dan Direktorat Pertambangan. 
Tahun 1963 
Biro Minyak, dan Gas Bumi diubah menjadi Direktorat Minyak, dan Gas 
Bumi yang berada di bawah kewenangan Pembantu Menteri Urusan 
Pertambangan, dan Perusahaan-perusahaan Tambang Negara. 
Tahun 1965 
Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dipecah menjadi tiga 
departemen yaitu: Departemen Perindustrian Dasar, Departemen 
Pertambangan, dan Departemen Urusan Minyak, dan Gas Bumi. Pada tanggal 
11 Juni 1965 Menteri Urusan Minyak, dan Gas Bumi menetapkan berdirinya 
Lembaga Minyak, dan Gas Bumi (Lemigas). 
Tahun 1966  
Departemen Urusan Minyak, dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian 
Pertambangan, dan Migas yang membawahi Departemen Minyak, dan Gas 
Bumi. 
Tahun 1966  
Dalam Kabinet Ampera, Departemen Minyak, dan Gas Bumi, dan 





Tahun 1978  
Departemen Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan, dan 
Energi. 
Tahun 2000  
Departemen Pertambangan, dan Energi berubah menjadi Departemen Energi, 
dan Sumber Daya Mineral. 
2009 
Sesuai Perpres 47/2009, nama 'Departemen' diubah menjadi 'Kementerian'.  
(Kementerian ESDM, 2018) 
Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata 
Naskah Dinas KESDM, telah dijelaskan bahwa penggunaan logo KESDM 
yang digunakan dalam acara resmi harus mengikuti kaidah yang benar. 
Logo KESDM merupakan tanda pengenal atau identitas yang bersifat 
tetap dan resmi berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam Tata Naskah 
Dinas sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya. Logo KESDM 
dapat digunakan pada penghargaan/piagam/Sertifikat, Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Latihan (STTPL), plakat, buku, pakaian dinas, dan majalah 





Arti/Makna bentuk Logo Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (KESDM) : 
1. Rangka segi lima menggambarkan falsafah Bangsa Indonesia, Pancasila;  
2. Bulatan warna kuning menggambarkan dunia, di dalamnya terdapat 3 
(tiga) garis melintang di bagian tengah dan atas berwarna hitam 
menggambarkan letak Negara Republik Indonesia secara geografis berada 
di tengah garis katulistiwa yang melintang dari Barat ke Timur; 
3. 3 (tiga) garis tebal warna hitam bergelombang yang terletak di bagian 
bawah bulatan dunia, menggambarkan lapisan bumi Indonesia yang 
mengandung sumber daya alam, mineral, dan energi yang sangat potensial 
dan dikelola oleh KESDM untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa 
Indonesia. Di samping itu 3 (tiga) lapisan bumi itu menggambarkan pula 
adanya biosfer, lithosfer, dan hidrosfer. 
4. Menara yang tegak menjulang tinggi warna hitam dengan garis tegak lurus 
di tengahnya menembus lapisan bumi menggambarkan menara bor sebagai 
sarana eksplorasi yang merupakan tugas KESDM. Di samping itu, menara 
tersebut juga melambangkan tiang listrik tegangan tinggi dalam rangka 
pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia; 
5. Gambar palu dan belencong berwarna hitam yang melintang di depan 





6. 2 (dua) gambar kilat warna kuning di atas dasar hitam yang terletak di atas 
bulatan dunia berwarna kuning menggambarkan kilatan arus listrik yang 
merupakan energi sekunder; 
7. Tulisan "ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" yang berwarna 
kuning di atas dasar hitam yang terletak di bawah bulatan dunia namun di 
dalam lingkaran hitam segi lima, yang ditulis pada garis khatulistiwa di 
ujung kanan, menunjukkan nama KESDM yang memiliki lambang 
tersebut. 
Visi dan Misi 
Visi 
Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan bahan bakar minyak dan gas bumi, 
gas dan atau cairan dari batubara dan gas metana batubara, serta tercapainya 
optimalisasi penerimaan negara minyak dan gas bumi dan peningkatan 
pemanfaatan bahan - bahan yang lain. 
Misi 
1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi, gas dan 
atau cairan dari batubara serta gas metana batubara yang menguntungkan 
Negara. 
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang minyak dan gas 
bumi. 





4. Mendorong pemerataan pembangunan pengembangan masyarakat 
disekitar kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dan peningkatan pelayanan 
dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). 
5. Menumbuhkembangkan industri minyak dan gas bumi nasional beserta 
industri lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang handal, 
aman dan ramah lingkungan. 
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan bahan bakar 
minyak dan gas bumi, gas dan atau cairan dari batubara, gas metana 
batubara serta hasil olahan. 
7. Menyusun kebijakan dan menerapkan pengawasan dan pengaturan 
kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang aman, handal dan ramah 
lingkungan, serta memenuhi keselamatan migas. 
8. Menyusun standarisasi mutu, kompetensi dan teknologi dalam kegiatan 
minyak dan gas bumi, gas dan atau cairan dari batubara serta gas metana 
batubara. 
9. Menyusun dan menerapkan spesifikasi bahan bakar yang ramah 
lingkungan dengan penyempurnaan parameter sesuai dengan 
perkembangan teknologi dan lingkungan. 
10. Mengembangkan keberpihakan kepada perusahaan dalam negeri, industri 
kecil dan menengah. 
11. Membangun jaringan kerjasama potensi nasional yang terintegrasi melalui 
masyarakat migas indonesia. 




13. Mengintegrasikan pembangunan sub sektor minyak dan gas bumi dalam 
pengembangan tata ruang wilayah nasional, regional dan daerah. 
 
Tugas dan Fungsi Ditjen Migas 
1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak 
dan gas bumi. 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi. 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi. 
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang minyak 
dan gas bumi. 
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas 
bumi. 




B. Struktur Organisasi 
Gambar II.2 Struktur Organisasi Ditjen Minyak dan Gas Bumi. 
Sumber : https://migas.esdm.go.id/organisasi/show/0   
 
 
Gambar II.3 Struktur Organisasi Sekjen Minyak dan Gas Bumi. 















Gambar II.4 Struktur Organisasi SDMK Ditjen Migas. 
  Sumber : https://migas.esdm.go.id/organisasi/show/1   
 
 Menurut Permen ESDM No. 13 Tahun 2016, bidang pekerjaan yang 
terdapat dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
adalah sebagai berikut: 
a.   Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 
dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 
lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: 





2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, 
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja,serta pengelolaan sistem 
informasi; 
3. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta 
akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; 
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan 
urusan hubungan masyarakat; dan 
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, 
kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen 
perubahan. 
Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 
1. Bagian Rencana dan Laporan; 
2. Bagian Keuangan; 
3. Bagian Hukum; dan 
4. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi. 
b.   Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang 
pembinaan program minyak dan gas bumi. 




Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, 
pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan 
penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, 
dan kerja sama minyak dan gas bumi; 
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, 
pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan 
penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, 
dan kerja sama minyak dan gas bumi; 
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan 
negara, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pemberdayaan 
potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi; 
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, 
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi 
dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi; 
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, 
pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan 
penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, 
dan kerja sama minyak dan gas bumi; dan 
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang 




pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi 
dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi. 
Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 
1. Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi; 
2. Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi; 
3. Subdirektorat Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi; 
4. Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas 
Bumi; dan 
5. Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. 
c.   Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di 
bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi. 
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah 
kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, 
penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi 





2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah 
kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, 
penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi 
minyak dan gas bumi; 
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan 
nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan 
usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; 
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, 
pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan 
pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; 
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, 
pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan 
pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan 
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang 
pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, 
pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan 
pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi. 
Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 





2. Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi; 
3. Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak  
dan Gas Bumi; 
4. Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; dan 
5. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 
Nonkonvensional. 
d.  Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di 
bidang A usaha hilir minyak dan gas bumi. 
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak 
dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, 
pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga 
dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar non minyak dan 
gas bumi; 
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, 
pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga 






3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak 
dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan 
bakar nonminyak dan gas bumi; 
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas 
bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar 
nonminyak dan gas bumi; 
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, 
pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga 
dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar nonminyak dan gas 
bumi; dan 
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang 
pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas 
bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar 
nonminyak dan gas bumi. 
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 
1. Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 
2. Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; 
3. Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; 
4. Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi; dan 





e.   Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak 
dan Gas Bumi 
Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas 
Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta 
pengendalian di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi. 
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan 
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak 
dan gas bumi; 
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak 
dan gas bumi; 
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi; 
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi; 




perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan, 
pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur 
minyak dan gas bumi. 
Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas 
Bumi, terdiri atas: 
1. Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan 
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. 
2. Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan 
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. 
f.   Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di 
bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan minyak dan gas bumi serta 
usaha penunjang minyak dan gas bumi. 
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak 
dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan 
dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha 




2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan 
dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha 
penunjang minyak dan gas bumi; 
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, 
keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; 
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, 
keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; 
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, 
keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; 
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang 
standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, 
keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan 
7. Pembinaan teknis jabatan fungsional inspektur minyak dan gas bumi. 
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 
1. Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi; 
2. Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan 
Gas Bumi; 
3. Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi; 
4. Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan 




C. Kegiatan Umum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal. 
Tugas dan Fungsi 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi  (Kementerian ESDM, 
2018) : 
1.   Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 
pengawasan kegiatan  pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 
lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas 
bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
2.   Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 
pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 
lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai 




3.   Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, 
pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, 
keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana 
tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor 
minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
4.   Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 
keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan 
prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
5.   Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, 
dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 
lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas 
bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
6.   Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan 




PELAKSAANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A.   Bidang Kerja  
Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung di 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berlokasi di 
Gedung Migas Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910, praktikan 
ditempatkan dan bekerja sebagai salah satu staf pada bagian SDM-K 
(Sumber Daya Manusia – Keuangan) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi.  
 Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016, Bagian 
Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan 
perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi. Dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud, bagian keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan ; 
b. Pengelolaan administrasi barang milik negara ; dan  
c. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan  
 Bagian keuangan terdiri atas: 
a. Subbagian Perbendahraan ( SDMK – B )  





b. Subbagian Kekayaan Negara ( SDMK – N )  
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik 
negara. 
c. Subbagian Akuntansi ( SDMK – A ) 
Mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan. 
Adapun bidang pekerjaan yang difokuskan kepada praktikan adalah 
sebagai berikut :  
1. Memperbaharui nilai buku Barang Milik Negara (BMN) – Satker 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Microsoft Excel sesuai 
dengan Laporan BMN dan penyusutan per 14 Agustus 2018 
2. Monitoring Online - Surat Perintah Membayar (SPM) 
3. Memindai berkas Surat Perintah Membayar (SPM) 
4. Monitoring Oniline - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bank 
B. Pelaksanaan Kerja 
 Dalam masa pelaksanaan kegiatan Praktk Kerja Lapangan yang 
dimulai pada Senin, 09 Juli 2018 dan berakhir pada Kamis, 16 Agustsus 2018 
di bagian SDM-K (Sumber Daya Manusia – Keuangan) Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi, praktikan mendapatkan arahan dan bimbingan oleh 
salah satu pegawai SDM-K yaitu Ibu Susi Yulianti (Ibu Maya) dalam 
mengerjakan pekerjaan yang difokuskan dalam kegiatan PKL ini. Pada awal 
pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan memperhatikan setiap arahan dan 




arahan tentang prosedur pekerjaan, praktikan diberikan kesempatan untuk 
menerapkannya pada pekerjaan tersebut. Untuk selanjutnya, jika menemukan 
kesulitan praktikan dihimbau untuk bertanya kepada pegawai pembimbing 
ataupun pegawai lainnya. Praktikan berusaha untuk menyelesaikan setiap 
pekerjaan yang diberikan dengan maksimal dan tepat.   
 Berikut ini adalah bidang pekerjaan yang ditugaskan kepada praktikan 
selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
1.   Memperbaharui Nilai Buku Barang Milik Negara (BMN) – Satker 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
Memperbaharui nilai buku merupakan suatu perlakuan terhadap aset 
tetap dalam hal ini yaitu Barang Milik Negara – Satker Ditjen Migas, 
dengan demikian Satker dapat melihat sisa harga perolehan dan umur 
ekonomis aset tetap tersebut. Selain itu juga dapat memengaruhi laporan 
keuangan suatu instansi/perusahaan.  
Memperbaharui Nilai Buku Barang Milik Negara (BMN) – Satker Ditjen 
Migas merupakan tugas dari SDMK-N, selaku bagian dari SDM-K yang 
mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik 
negara. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam 
memperbaharui nilai buku Barang Milik Negara (BMN) – Satker Ditjen 
Migas yaitu: 
a. Membuka dokumen Laporan BMN dan Penyusutan per 14 Agustus 




Penetapan Status Penggunaan – Ditjen Migas tahun 2018 pada 
Microsoft Excel. 
b. Melakukan penyesuaian antara Daftar BMN yang Dimintakan 
Penetapan Status Penggunaan – Ditjen Migas tahun 2018 dan  
Laporan BMN dan Penyusutan per 14 Agustus 2018 dengan cara 
memasukkan kode barang agar memudahkan pencarian barang 
tersebut.  
c. Kemudian, nilai penyusutan yang berada pada Daftar BMN yang 
Dimintakan Penetapan Status Penggunaan – Ditjen Migas tahun 
2018 diperbaharui dengan jumlah penyusutan pada Laporan BMN 
dan Penyusutan per 14 Agustus 2018. Ketika nilai penyusutan 
barang sudah diperbaharui, maka nilai perolehan barang juga telah 
selesai diperbaharui. 
2.   Monitoring Online - Surat Perintah Membayar (SPM) 
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain 
yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau 
dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintah Membayar (SPM) 
diproses menggunakan Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh 
Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. SPM berlaku 
sebagai surat perintah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 




untuk mencairkan dana APBN (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
170/PMK.05/2010).  
Perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa dampak 
terhadap dunia perbendaharaan negara, hal ini ditandai dengan adanya 
Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem 
Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan – ESPM yaitu sistem 
penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) dan dokumen melalui 
jaringan internet dan tanpa tatap muka sehingga Petugas Pengantar SPM 
tidak perlu lagi datang langsung ke KPPN, cukup melakukan upload data 
melalui aplikasi ESPM.  (Kementerian Keuangan RI , 2018) 
Tujuan dari Monitoring Online – SPM adalah untuk mengetahui apakah 
SPM yang diajukan oleh Satker Ditjen Migas diterima atau ditolak oleh 
KPPN selaku kuasa BUN.  
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Praktikan untuk Monitoring 
Online – SPM yaitu: 
a. Membuka situs online pada laman https://espm.kemenkeu.go.id/, 
lalu login dengan username dan password yang sudah tertera pada 


















Gambar III.1 Tampilan Login Laman ESPM. 
Sumber: https://espm.kemenkeu.go.id/login 
 
b. Setelah login, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. 
Lalu, praktikan memilih menu Monitoring. Dalam hal Monitoring 
Online SPM, praktikan menggunakan dua sub menu dalam menu 
















c. Baik Monitoring SPM-Konversi maupun SPM-SPAN, praktikan 
wajib memilih kode satker “412559 - Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi”. Dalam menggunakan sub menu SPM-Konversi, cara 
Monitoring Oniline – SPM yaitu praktikan harus memperhatikan 
jumlah SPM yang di-upload dengan jumlah SPM yang sudah 
dikonversi. Apabila jumlahnya tidak sesuai, maka terdapat ADK 





























Gambar III.4 Tampilan Lengkap Status SPM  
pada Sub Menu SPM-Konversi. 
Sumber: https://espm.kemenkeu.go.id/#/monitoring/spm 
 
d. Sub menu lain yang dapat digunakan untuk Monitoring Online – 
SPM  yaitu SPM-SPAN. Langkah awal yang harus dilakukan 
praktikan yaitu memilih kode satker “412559 – Direkrorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi”. Tentunya terdapat perbedaan antara sub 
menu SPM-Konversi dengan SPM-SPAN. Dalam sub menu SPM-
SPAN ini, praktikan dapat mengentri nomor SPM pada kolom yang 
telah disediakan untuk mempermudah pencarian SPM yang 
diperlukan atau SPM dengan status ADK konversi ditolak. Selain itu, 
praktikan dapat mengetahui secara rinci posisi SPM yang sudah di-
upload, antara lain: 
1) Posisi SPM pada Validator, menunjukkan status ADK belum 




2) Posisi SPM pada Approver, menunjukkan status ADK sedang 
diproses (APP Tagihan). 
3) Posisi SPM pada Operator Satker (Pengantar SPM), 
menunjukkan status ADK  sudah dalam proses selesai. 
Praktikan dapat mengetahui bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 
diterima oleh KPPN sebagai kuasa BUN yaitu saat posisi SPM 
berada pada Operator Satker dan status ADK dinyatakan sudah 
dalam proses selesai. Kemudian, berkas SPM yang sudah diterima 
oleh KPPN dipisahkan dengan berkas SPM yang masih dalam proses 
penerimaan oleh KPPN. Sedangkan berkas SPM dengan status 
“ADK konversi ditolak” dikembalikan kepada pegawai pembuat 
SPM tersebut untuk diperbaiki sesuai dengan kesalahan yang tertera 
pada ESPM. Terdapat beberapa contoh kesalahan yang terjadi 
sehingga SPM ditolak oleh KPPN yaitu tidak melampirkan surat 
pernyataan 17 hari kerja, nama supplier pihak ketiga tidak sesuai 
dengan formulir kontrak, uraian terbilang dengan huruf pada SSP 




















Gambar III.5 Tampilan Sub Menu SPM-SPAN. 










Gambar III.6 Tampilan Lengkap Sub Menu SPM-SPAN 
pada Status SPM Diterima. 
















Gambar III.7 Tampilan Lengkap Sub Menu SPM-SPAN pada 
Status SPM Ditolak. 
 Sumber: https://espm.kemenkeu.go.id/#/monitoring/spm-span 
 
 Setelah SPM sudah selesai diperbaiki, maka SPM akan di-upload  
ulang oleh pegawai yang bersangkutan. Lalu, praktikan kembali 
melakukan Monitoring Online – SPM. Praktikan juga melakukam 
pencatatan historis status SPM dan SP2D secara manual pada buku 
agenda yang telah disediakan.  
 
3.   Memindai berkas Surat Perintah Membayar (SPM) 
Sebelum proses Monitoring Online – SPM, praktikan diminta untuk 
memindai berkas Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah diperiksa 
kelengkapannya oleh pegawai yang bersangkutan sebagai bahan untuk 
meng-upload SPM pada aplikasi ESPM. Dalam memindai berkas SPM, 
praktikan harus memperhatikan kelengkapan dan kesesuaian data yang 




Adapun dokumen yang harus dilampirkan pada SPM yang akan diajukan 
ke KPPN adalah sebagai berikut. 
a. SPM untuk keperluan pembayaran langsung (LS) Belanja 
Pegawai: 
1) Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor dan 
Vakasi yang ditandatangani oleh KPA atau pejabat yang 
ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran, 
2) Surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada 
Daftar Gaji, 
3) Surat Keputusan Pemberian Honor/Vakasi dan SPK Lembur, 
4) Surat Setoran Pajak (SSP). 
b. SPM untuk keperluan pembayaran langsung (LS) Non Belanja 
Pegawai: 
1) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas; 
2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 
3) Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP). 
Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran 
jaminan uang muka atas perjanjian atau kontrak, juga dilampiri 
dengan : 
1) Surat asli jaminan uang muka  
2) Surat asli kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala 




3) Konfirmasi asli tertulis dari pimpinan  penerbit jaminan uang 
muka sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan 
barang/jasa pemerintah.  
c. SPM GUP (Penggantian Uang Persediaan): 
1) Kuitansi/tanda bukti pembayaran; 
2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 
3) Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisisir oleh Kuasa 
Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk. (DJBN 
Kemenkeu RI , 2018) 
Setelah memindai berkas SPM sesuai dengan kelengkapan dokumen 
yang terlampir, praktikan menyimpan dokumen hasil pemindaian 
tersebut ke dalam dropbox pegawai yang bersangkutan guna proses 
upload SPM.  
4.   Monitoring Oniline - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bank 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang 
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan 
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. KPPN menerbitkan 
SP2D setelah penelitian dan pengujian terhadap SPM telah memenuhi 
syarat.  
Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari 
Kas Negara pada bank operasional kepada Rekenin Pihak Penerima yang 




Langkah-langkah yang dilakukan oleh Praktikan untuk Monitoring 
Online – SP2D yaitu: 
a. Membuka situs online pada laman https://spanint.kemenkeu.go.id/, 
lalu login dengan username dan password yang diberikan untuk 










Gambar III.8 Tampilan Login Laman  
Online Monitoring SPAN. 











Gambar III.9 Beranda Situs Online Monitoring SPAN. 
 Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest 
 
b. Setelah login, praktikan memilih menu Modul Bank dan memilih sub 
menu Monitoring SP2D Bank untuk melakukan pengawasan status 







Gambar III.10 Tampilan Menu Online Monitoring SPAN 





c. Setelah praktikan memilih sub menu Monitoring SP2D Bank, 
langkah berikutnya yaitu mengisi rentang tanggal SP2D pada bagian 
filter data. Biasanya, tanggal pencarian SP2D dapat diketahui dari 
tanggal SPM tersebut di-upload hingga tanggal kerja pada saat 
tertentu, sehingga dapat memudahkan pencarian status SP2D 














d. Gambar di bawah ini merupakan tampilan dari daftar SP2D yang 
masih dalam proses pencairan. Praktikan harus memperhatikan status 
SP2D Bank, apakah sudah dalam tahap pencairan dana ataupun 
belum. Dalam Monitoring Online – SP2D ini, praktikan dapat 
melihatnya melalui kolom Bank Penerima (Nama Penerima, No. 
Rekening) pada tampilan daftar SP2D. Praktikan juga harus 




Jumlah dan Deskripsi Pembayaran dalam daftar SP2D dengan 
lampiran SPM agar tidak terjadi kesalahan. Apabila SP2D Bank 
sudah dalam tahap pencairan, maka status SP2D Bank adalah 
“Sukses – Overbooking”, sebaliknya apabila SP2D Bank belum 
dalam tahap pencairan, maka status SP2D Bank adalah “Belum 
Dikonfirmasi Bank”.  
Berkas SPM yang dinyatakan sudah selesai melalui tahap pencairan 

















 Selain bidang kerja yang difokuskan kepada praktikan, praktikan juga 




1.   Membuat salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan  Tahun 
Anggaran 2018 Nomor : DIPA - 020.04.1.412559/201. III. Rencana 
Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan 
2.   Merekapitulasi pengeluaran yang bersifat GU (Penggantian Uang) 
3.   Meminta tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk 
kelengkapan dokumen lampiran SPM 
4.   Menggandakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Formulir 
Kontrak, dan lain-lain untuk keperluan pemeriksaan oleh pihak 
pemegang kepentingan 
5.   Mengetik isian SSP dan surat penandatanganan oleh PPK dengan mesin 
tik 
6.   Menyesuaikan jumlah formulir kontrak dengan ringkasan kontrak dan 
membuat salinannya pada Microsoft Excel dengan menyertakan diagram 
7.   Memperbaharui nilai buku Barang Milik Negara (BMN) – Satker 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Microsoft Excel sesuai 
dengan Laporan BMN dan penyusutan per 14 Agustus 2018 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
 Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi, bagian SDM-K (Sumber Daya Manusia – Keuangan) 
selain mendapatkan pengalaman serta pembelajaran mengenai bidang 
Akuntansi, praktikan juga mengalami kendala dalam pelaksanaan kerja 




1. Menggunakan sistem pencatatan arsip SPM secara manual 
  Setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah diterbitkan dan 
siap untuk di-upload dicatat pada buku agenda dalam bentuk kolom yang 
terdiri atas: 
a. Tanggal SPM, diisi berdasarkan tanggal SPM diterbitkan dan 
 ditandatangani oleh pejabat penguasa anggaran. 
b. Nomor SPM, diisi dengan nomor yang tertera pada SPM tersebut. 
c. Pihak Penerima, merupakan pihak yang dirujuk dalam Surat Perintah 
Membayar (SPM) untuk memperoleh pencairan dana. 
d. Keterangan pergerakan SPM baik dari sisi Posisi SPM, Status SPM, 
Tanggal Upload Ulang SPM, Status SP2D, dan keterangan lain.  
  Pencatatan SPM dalam buku agenda dimaksudkan untuk double-
checking dan mengurangi kesalahpahaman saat proses pemindaian berkas 
SPM karena pegawai/praktikan mempunyai bukti historis fisik yang 
otentik apabila suatu saat nanti terdapat berkas SPM yang keberadaannya 
bermasalah, contohnya yaitu seperti berkas SPM hilang atau tidak berada 
pada pegawai yang bersangkutan. 
  Hal ini tentu menjadi kendala bagi praktikan ketika terdapat SPM 
yang keberadaannya bermasalah. Historis pergerakan dan keterangan dari 
berkas SPM tersebut harus dicari satu persatu dari lembar ke lembar, 
karena sistem pencatatannya masih manual sehingga cukup membutuhkan 





2. Kurangnya penataan dalam pengarsipan berkas SPM  
  Berkas SPM yang sudah dinyatakan berhasil dalam proses 
pencairan dana, tidak diarsipkan dalam satu bindex secara rapi, melainkan 
hanya disimpan secara tertumpuk di meja kerja pegawai. Praktikan sangat 
kesulitan saat diperintahkan untuk mencari berkas SPM yang diperlukan 
karena kurangnya penataan ini, bahkan arsip terdahulu juga harus 
dibongkar dengan alasan tercampur dengan arsip yang lama padahal 
tanggal SPM nya tidak terlampau jauh. Dengan adanya berkas SPM yang 
tersusun di atas meja tentu juga mempersempit ruang kerja pegawai dan 
mengganggu aktivitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya karena 
pegawai/praktikan melakukan pencarian berkas SPM di meja kerja 
pegawai tersebut.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala  
 Seperti pada uraian sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL), praktikan mengalami beberapa kendala terkait 
pelakasanaan kerja. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tersebut 
praktikan mempunyai beberapa cara mengatasinya, antara lain: 
1. Menggunakan sistem pencatatan arsip SPM secara manual 
  Cara yang dilakukan praktikan dalam mengatasi penggunaan 
sistem pencatatan arsip SPM secara manual yaitu dengan beralih 
menggunakan pencatatan pada Microsoft Excel, dengan format kolom 




sebelum pemindaian berkas SPM dan tidak perlu mencari historis 
pergerakan ataupun keterangan dari berkas SPM tersebut dari lembar ke 
lembar karena dapat menggunakan “CTRL+F” untuk menemukan letak 
SPM tersebut.  
2. Kurangnya penataan dalam pengarsipan berkas SPM 
 Untuk mengatasi kurangnya penataan dalam pengarsipan berkas 
SPM yang berdampak pada sulitnya praktikan menemukan berkas SPM 
saat diperlukan, maka selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL), praktikan berusaha mengurutkan nomor SPM terkecil hingga 
terbesar sesuai dengan tanggal SPM sehingga lebih tersusun rapi dari 
sebelumnya agar memudahkan dan tidak terlalu menghabiskan banyak 







KESIMPULAN   
A. Kesimpulan  
Praktikan melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi pada bagian Sumber Daya Manusia – Keuangan (SDM – K). Selama 
melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan banyak pembelajaran dan 
pengalaman baru tentang dunia kerja dan aktivitas di dalamnya terutama pada 
bagian SDM – K . Dalam melakukan aktivitas pekerjaan selama PKL, 
praktikan mendapatkan masukan tentang bagaimana cara belajar dan bekerja 
di dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Oleh karena itu, 
praktikan dapat menyimpulkan bahwa : 
1.   Praktikan mendapatkan ilmu pengetahuan berupa memperbaharui nilai 
buku Barang Milik Negara (BMN) – Satker Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi, monitoring online – SPM, memindai berkas SPM, 
monitoring online – SP2D, membuat salinan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran Petikan  Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA - 
020.04.1.412559/201. III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan 
Penerimaan, merekapitulasi pengeluarn yang bersifat GU (Penggantian 
Uang), mengisi SSP dan membuat surat penandatanagan oleh PPK 
dengan mesin tik, menggandakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Belanja, Formulir Kontrak, dan lain-lain untuk keperluan pemeriksaan 




kontrak dengan ringkasan kontrak dan membuat salinannya pada 
Microsoft Excel dengan menyertakan diagram. 
2.   Praktikan juga mendapatkan pengalaman berupa mengenal budaya 
organisasi dan tata cara bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya pada 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mengatasi kendala berupa 
sistem pencatatan arsip SPM secara manual dan kurangnya penataan 
dalam pengarsipan berkas SPM, serta dapat belajar bersosialisasi dengan 
rekan kantor, bertanggung jawab, mandiri, disiplin, teliti, dan tepat waktu 
dalam mengerjakan tugas. 
B. Saran-Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan 
oleh praktikan setelah melaksanakan PKL:  
1. Bagi Mahasiswa Calon Praktikan 
a. Sebaiknya mempersiapkan diri sebelum melaksanakan PKL seperti 
survei ke perusahaan/instansi pemerintah yang dapat diajukam sebagai 
tempat pelaksanaan PKL. 
b. Calon praktikan dapat mempersiapkan berkas-berkasi persyaratan 
PKL dengan matang seperti proposal pengajuan PKL, surat 
permohonan PKL, daftar riwayat hidup, dll., dan sebaiknya 





c. Saat pelaksanaan PKL, mahasiswa diharapkan menyelesaikan setiap 
tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan mematuhi 
peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi tempat 
pelaksanaan PKL agar menjaga nama baik pribadi dan Universitas. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memberikan pengetahuan dan pelatihan sebagai gambaran awal 
mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan PKL. 
b. Menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan atau instansi 
pemerintah yang merupakan tempat PKL mahasiswa sebelumnya dan 
menambah referensi tempat PKL untu mahasiswa. 
c. Sebaiknya penentuan dosen pembimbing telah dilakukan sebelum 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan agar mahasiswa dapat 
berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan sehingga mahasiswa memiliki persiapan yang lebih 
matang. 
3. Bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
a. Sebaiknya surat penerimaan permohonan PKL diberikan pada saat 
praktikan dinyatakan telah diterima. 
b. Sebaiknya lebih banyak memberikan penugasan sesuai dengan bidang 





c. Semoga Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara 
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Lampiran 5 : Daftar Kegiatan Harian PKL 
 
Lembar Kegiatan Harian 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
 
Hari, Tanggal Kegiatan Praktikan Pembimbing 
Senin,  
9 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Ibu Maya 
 
Selasa,  
10 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Menggandakan dokumen 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Ibu Maya 
 
Rabu,  
11 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Rekapitulasi jumlah GU 
• Ibu Maya 
• Ibu Uni 
Kamis,  
12 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Maya 
 
Jumat,  
13 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Menggandakan dokumen 
• Ibu Maya 





• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
Senin,  
16 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual 
• Menggandakan dokumen 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Maya 
Selasa,  
17 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Maya 
Rabu,  
18 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Maya  
• Ibu Aci 
Kamis,  
19 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual 
• Ibu Maya 




• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
Jumat,  
20 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Maya 
• Ibu Aci 
Senin,  
23 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual  
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Aci 
Selasa,  
24 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual  
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Ibu Maya 
Rabu,  
25 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 




• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
Kamis,  
26 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Membuat salinan  
Rencana Penarikan Dana dan 
Perkiraan Penerimaan. 
• Ibu Maya 
• Pak Joke  
Jumat,  
27 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Ibu Maya 
 
Senin,  
30 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Mengetik isian SSP dengan 
mesin tik  






31 Juli 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Mengetik bagian surat 
penanadatanganan PPK dengan 
mesin tik 
• Ibu Maya 
 
Rabu, 
01 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Menggandakan dokumen 
• Menyesuaikan jumlah formulir 
kontrak dengan ringkasan 
kontrak dan membuat salinannya 
pada Microsoft Excel dengan 
menyertakan diagram. 
• Ibu Maya 
• Pak Joke 
Kamis,  
02 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 





• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
Jumat.  
03 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Aci 
 
Senin,  
06 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Maya 
• Ibu Aci 
Selasa.  
07 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Menggandakan dokumen 
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Maya 
• Ibu Aci 
Rabu, 
08 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Ibu Maya 




• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
Kamis,  





10 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Aci 
Senin,  
13 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Maya 
• Ibu Aci 
Selasa.  
14 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Menggandakan dokumen  
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Memperbaharui nilai buku 
Barang Milik Negara (BMN) – 
Satker Direktorat Jenderal 
• Ibu Maya 




Minyak dan Gas Bumi pada 
Microsoft Excel sesuai dengan 
Laporan BMN dan penyusutan 
per 14 Agustus 2018. 
Rabu, 
15 Agustus 2018 
• Monitoring Online – SPM 
• Memindai berkas SPM 
• Menggandakan dokumen  
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Memperbaharui nilai buku 
Barang Milik Negara (BMN) – 
Satker Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi pada 
Microsoft Excel sesuai dengan 
Laporan BMN dan penyusutan 
per 14 Agustus 2018. 
• Ibu Maya 





Sumber : Data Olahan Praktikan 
 
Kamis,  
16 Agustus 2018 
• Monitoring Online - SPM  
• Memindai berkas SPM 
• Menggandakan dokumen  
• Mencatat historis SPM dan 
SP2D secara manual dan excel 
• Monitoring Online - SP2D 
Bank 
• Meminta tandatangan PPK 
terkait dokumen lampiran SPM 
• Ibu Maya 







































Lampiran 7 : Contoh Salinan Daftar Isian Petikan Anggaran (Rencana  
Penarikan dan Penerimaan Dana) 
 

















Lampiran 10 : Contoh Daftar Barang Milik Negara yang Dimintakan 















Lampiran 13 : Dokumentasi  
 
 
 
